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MOTTO 
 
“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 
kesanggupannya “ 
( Q.S Al-Baqarah: 286) 
“ Selalu jadi yang terbaik selama masih ada waktu untuk melakukannya” 
(Penulis) 
 
 
“jika kamu terjatuh, masih ingatkah bahwa kamu pernah berdiri? Jangan pernah 
berhenti, sebab sukses tidak butuh orang yang gampang menyerah” 
(Penulis) 
 
 
“Jatuh berkali-kali bukan karena bodoh. Karena ada hal yang terbaik yang di 
siapkan Allah untuk kita. Never give up!” 
(Penulis) 
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ABSTRACT 
  
 This study aims to determine the implementation of zakat payment 
provisions as a deduction from taxable income for individual taxpayers in 
Boyolali Tax Office. 
 This type of research used in this study is qualitative research, while the 
data source consists of primary data and secondary data. Primary data came 
from interviews with KPP Pratama Boyolali employe, Boyolali Regency BAZNAS 
employees, and 7 taxpayers. Meanwhile, secondary data is obtained from reports, 
journals and laws. To analyze data consists of three main components, namely 
data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. 
 The results showed that there were still many taxpayers who did not utilize 
the zakat payment provisions as a deduction from taxable income at the KPP 
Pratama Boyolali. The administrative implementation is not so difficult, the 
taxpayer encloses proof of payment of zakat issued by BAZNAS when delivering 
the Annual Tax Return. How to reduce income tax is done by including the 
amount of zakat in the zakat or religious donation which is obligatory. 
Constraints faced, namely no socialization carried out by BAZNAS Boyolali 
Regency, taxpayers are reluctant to pay zakat to official institutions, taxpayers 
know it but don't want to carry it out, the public does not yet know the zakat 
regulations to reduce taxable income, and less significant tax reduction. 
 
Keywords: Zakat, Tax, Taxable income 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ketentuan 
pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak 
orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif, sedangkan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data 
primer berasal dari wawancara dengan pegawai KPP Pratama Boyolali, Pegawai 
BAZNAS Kabupaten Boyolali, dan 7 Wajib Pajak. sementara itu, data sekunder 
diperoleh dari laporan, jurnal dan undang-undang. Untuk menganalisis data terdiri 
dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan masih banyak wajib pajak yang tidak 
memanfaatkan ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena 
pajak di KPP Pratama Boyolali. Adapun pelaksanaan administratifnya tidak 
begitu sulit, wajib pajak melampirkan bukti setor zakat yang diterbitkan oleh 
BAZNAS pada saat menyampaikan SPT Tahunan. Cara pengurangan pajak 
penghasilan dilakukan dengan mencantumkan jumlah zakat di kolom 
zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Hambatan yang dihadapi, yaitu 
tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali, wajib 
pajak enggan membayar zakat ke lembaga resmi, wajib pajak mengetahuinya tapi 
tidak mau melaksanakannya, masyarakat belum mengetahui peraturan zakat 
pengurang penghasilan kena pajak, dan pengurangan pajak yang kurang 
signifikan. 
 
Kata kunci : Zakat, Pajak, Penghasilan kena pajak 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Kewajiban ini 
tertuang dalam rukun Islam ke 3 setelah syahadat dan sholat. Zakat dapat 
diartikan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk memperlancar proses 
distribusi dan menstabilkan konsumsi dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, 
negara memiliki tujuan yaitu mensejahterakan rakyatnya dan hal ini pajak 
merupakan salah satu instrumen yang dapat melaksanakan tujuan tersebut. 
Dengan demikian zakat dan pajak memiliki hubungan yang sama yaitu sama-sama 
ingin mesejahterakan kehidupan masyarakat meskipun memiliki landasan yang 
berbeda (https://fiskal.kemenkeu.go.id). 
Praktiknya sekarang ini negara memberlakukan tarif pajak yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan tarif zakat yang tidak mengalami perubahan. Jenis pajakpun 
lebih beragam dibandingkan jenis zakat, dengan metode pemungutan dan 
peruntukan yang berbeda pula antara pajak dan zakat (Mucglobal.com). 
Hingga kini persoalan mengenai zakat dan pajak menjadi perhatian 
tersendiri bagi umat Islam. Dimana seorang muslim dibebankan dengan dua 
kewajiban dalam hal keuangan, yaitu membayar zakat dan pajak sekaligus. Hal ini 
menjadi beban berat bagi kaum muslim (Anisah, 2017). 
Umat Islam membayar zakat sebagai bentuk kecintaan mereka kepada Allah 
swt. dan pengharapan memperoleh pahala. Sedangkan pajak, pemerintah harus 
membuat peraturan-peraturan yang jelas dan ketat agar masyarakat mau 
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membayar pajak. Pada dasarnya hampir sebagian masyarakat tidak mau 
membayar pajak jika tidak ada paksaan dari pemerintah. Dengan adanya 
perbedaan tersebut, sebenarnya pemerintah akan lebih mudah memungut zakat 
dibanding pajak (Al Qardhawi, 2011 dalam Ramadhan, 2017). 
Persoalan pembayaran ganda bagi umat Islam, pemerintah Indonesia 
mengeluarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 
dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta 
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2010yang mengatur mengenai zakat atau 
sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dapat mengurangi penghasilan bruto. 
Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sudah diganti dengan 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Mengenai Pengelolaan Zakat menyatakan 
zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (pajak yang 
dipotong). 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai perubahan ketiga Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, diatur dalam pasal 4 
ayat (3) huruf a angka 1 berbunyi: “yang tidak termasuk penghasilan kena pajak 
yaitu sumbangan bantuan keagamaan, termasuk di dalamnya ada zakat yang 
diterima lembaga zakat atau lembaga amil zakat yang didirikan dan/atau 
disetujui pemerintah dan penerima yang berhak mendapatkannya atau 
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama di Indonesia, 
yang diterima oleh lembaga yang disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh 
yang berhak, yang ketentuannya di atur dengan atau berdasarkan peraturan 
presiden”. 
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Menghadapi persoalan dualisme pembayaran tersebut, terdapat 3 pendapat. 
Pertama, zakat dan pajak dibayar sama-sama oleh muzakki maupun wajib pajak. 
Kedua, seorang muslim membayarkan zakatnya, dengan risiko ia akan melanggar 
perundang-undangan. Ketiga, memilih salah satu kewajiban dan menganggap 
sudah mewakili keduanya. Jika seorang muslim membayar pajak, dapat diartikan 
ia telah pembayaran pajak tersebut sebagai pembayaran zakat (Ali, 2006). 
Penerimaan zakat di Malaysia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 
Hal ini karena di negara tersebut zakat dan pajak pendapatan sudah terintegrasi 
dengan baik dengan memberikan pengurangan pajak dari zakat yang dibayarkan 
(Suprayitno dkk, 2013). 
Indonesia dengan penduduk muslim terbanyak di dunia mencapai 207,2 juta 
atau sekitar 87,1 % (Badan Pusat Statistik). Namun, pemberdayaan zakat belum 
dilaksanakan secara maksimal. Padahal potensi zakat di negara Indonesia cukup 
besar mencapai Rp 217 Triliun. Berikut jumlah pengumpulan ZIS di Indonesia 
(2015-2017). 
Tabel 1.1 
Pengumpulan ZIS (2015-2017) 
 
Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 
ZIS (Miliar) 2,639.00 3,300.00 3,650.00 5,017.29 6,224.37 
Pertumbuhan  25.05 10.61 37.46 24.06 
Sumber: Badan Amil Zakat Nasional 
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Kesenjangan antara potensi zakat dan penerimaan zakat dikarenakan 
masyarakat tidak begitu antusias untuk menghimpun zakat. Tak hanya itu, wajib 
pajak merasa tidak percaya kepada BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat 
(https://www.validnews.id/, 2018).  Jika pembayaran zakat dilaksanakan secara 
maksimal maka rakyat Indonesia bisa terbebas dari kemiskinan. Tingkat 
kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang 
(Badan Pusat Statistik). 
Untuk mengatasi persoalan tersebut pemerintah Indonesia telah menerapkan 
aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak untuk meringankan beban 
kewajiban yang ditanggung umat Islam. Namun, Hal ini tidak disambut baik oleh 
masyarakat. Kemauan masyarakat untuk melaporkan zakatnya pada Surat 
Pemberitahuan pajak masih cukup rendah (www.detiknews.com, 2018). 
Fakor lain masih sulitnya penerapan zakat pengurang penghasilan kena 
pajak dikarenakan hal ini mempengaruhi pendapatan negara, seperti yang kita 
tahu sumber pendapatan utama Indonesia adalah dari pajak 
(https://www.republika.co.id/, 2018). 
Pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah sistem 
gabungan antara perpajakan dengan zakat di mana orang Muslim dapat 
menyingkirkan pembayaran pajak berganda dan termotivasi menuju membayar 
zakat (Al-Mamun, 2015). 
Beberapa waktu lalu BAZNAS mengusulkan untuk merevisi UU No 36 
Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang 
pengelolaan zakat. Hal ini dilakukan untuk merubah status zakat dari pengurang 
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penghasilan kena pajak menjadi pengurang pajak langsung. Dengan ini 
diharapkan dapat meningkatkan potensi zakat (www.republika.co.id, 2018) 
Menurur Ma’mun (2017), Jika pemerintahan Indonesia menerapkan zakat 
sebagai pengurang pajak bukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, hal ini 
bisa mendorong semangat muzakki untuk membayar zakat dan jumlah muzakki 
akan meningkat. Ketika pengurang pajak benar-benar diterapkan, ini juga akan 
meningkatkan jumlah wajib pajak secara berlipat. 
Zakat dibebankan sebagai pengurang penghasilan maksimal 2,5 % dari 
penghasilan berlaku untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan 
usaha/perusahaan. Pungutan zakat dalam pelaksanaanya harus terintegrasi dengan 
pajak dan dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ramadhan, 2017). 
Dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai zakat pengurang 
penghasilan kena pajak diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat 
untuk membayar zakat. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak 
tertarik untuk memanfaatkannya. Perlu adanya ketegasan hukum, dimana bagi 
yang tidak membayar zakat diberikan sanksi (Wahid, 2016). 
Dalam pelaksanaannya, Fuadi dkk (2015) tentang Pengaturan Konflik 
Antara Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan langsung (Pajak Kredit) dan 
Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak menyatakan bahwa pelaksanaan 
zakat sebagai pengurang pajak di Aceh belum bisa dilaksanakan. Dikarenakan 
belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. 
Penelitian yang dilakukan oleh Hadianto (2014) yang berjudul 
“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Terhadap Pajak Penghasilan Pribadi 
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PNS di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten 
Tulungagung)” menunjukkan pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan 
kena pajak di KPP Pratama Tulungagung belum berjalan secara maksimal. Karena 
sampai tahun 2012 belum ada wajib pajak yang menggunakan haknya tersebut. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana 
pelaksanaan pembayaran zakat dan pajak dalam masyarakat muslim. Maka 
peneliti memberi judul “Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai 
Pengurang Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di KPP Pratama 
Boyolali)”. 
 
1.2  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang  di atas, maka pokok permasalahan yang dapat 
dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Adanya dualisme pembayaran, yaitu zakat dan pajak 
2. Realisasi penerapan peraturan zakat pengurang penghasilan kena pajak masih 
rendah. 
 
1.3  Batasan Masalah 
Pembatasan masalah pada penelitian ini agar sesuai dengan pokok 
permasalahan, sehingga diharapkan tidak menyimpang dari tujuan yang 
diharapkan. Maka, ruang lingkup penelitian ini hanya pada pelaksanaan ketentuan 
pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak wajib pajak orang 
pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. 
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1.4  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang diteliti. Maka 
rumusan masalah penelitian ini yaitu 
1. Bagaimanakah pelaksanaan pengurangan pajak penghasilan bagi wajib pajak 
orang pribadi di KPP Pratama Boyolali? 
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengurangan 
pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali? 
 
1.5  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini 
bertujuan untuk: 
1. Untuk mendeskripsikan dan memahami pelaksanaan pengurangan pajak 
penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali 
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan pengurangan pajak 
penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Boyolali 
 
1.6  Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai 
berikut: 
1. Bagi Akademisi 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dalam 
meningkatkan serta memecahkan masalah berkaitan dengan penerapan zakat 
sebagai pengurang pengasilan kena pajak bagi kemajuan akademisi serta 
dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya. 
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2. Bagi Praktisi 
Penelitian ini diharapkan menjadi masukan agar kedepannya kebijakan 
tersebut bisa berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh 
banyak pihak. 
 
1.7 Hasil Penelitian yang Relevan 
Tabel 1.2 
Hasil Penelitian yang Relevan 
 
Judul Peneliti, Metode 
dan Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Implementasi 
kebijakan 
pengelolaan zakat 
terhadap pajak 
penghasilan 
pribadi PNS di 
Kabupaten 
Tulungagung 
(studi kasus di 
Badan Amil Zakat 
Kabupaten 
Tulungagung) 
Hadianto (2014), 
Jenis penelitian 
yang digunakan 
adalah kualitatif 
kuantitatif dengan 
metode diskriptif. 
Pelaksanaan 
ketentuan 
pembayaran zakat 
sebagai pengurang 
Penghasilan Kena 
Pajak bagi Wajib 
Pajak Orang 
Pribadi di Badan 
Amil Zakat 
Tulungagung 
belum berjalan 
secara optimal. 
Perlu adanya 
sosialisasi secara 
maksimal, perlu 
adanya 
komunikasi antara 
KPP dan 
BAZNAS, revisi 
menjadi 
pengurang pajak 
langsung 
Prospek penerapan 
zakat pengurang 
pajak penghasilan 
sebagai alternatif 
kebijakan fiskal di 
Indonesia 
Ma’mun (2017), 
Jenis penelitian 
kualitatif 
diskriptif, melalui 
studi perpustakaan 
(library 
research) dan 
observasi 
lapangan (field 
research). 
Dengan adanya 
zakat dan pajak 
akan menambah 
kekuatan negara. 
Jika ada 
kesetaraan 
pengelolaan zakat 
dan pajak, maka 
peluang zakat 
pengurang pajak 
penghasilan 
sebagai alternatif 
kebijakan fiskal di 
Indonesia akan 
lebih prospektif 
Perlu melakukan 
riset dari sisi 
peluang kebijakan 
melalui analisis 
dan simulasi 
keuangan 
Tabel Berlanjut..... 
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Lanjutan Tabel 1.2 
 
Judul Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Integrasi pajak dan 
zakat di Indonesia 
perspektif hukum 
Islam dan hukum 
positif 
Wahid 
(2016), Jenis 
penelitian 
kualitatif 
Bahwa integrasi 
pengelolaan zakat 
dan pajak  
merupakan langkah 
yang maju dalam 
transformasi hukum 
positif dan hukum 
Islam di Indonesia. 
Namun, hal ini juga 
harus didorong 
dengan kebijakan 
dibentuknya Dirjen 
Pajak dan Zakat. 
Integrasi 
pengelolaan zakat 
dan pajak 
Zakat penghasilan 
pegawai negeri sipil 
dan 
relevansinya dengan 
pengurangan jumlah 
pajak 
penghasilan di Aceh 
Anisah, 
Abbas dan 
Syahbandir 
(2017), Jenis 
penelitian 
kualitatif 
dengan 
metode 
yuridis 
empiris. 
Zakat pengurang 
pajak belum bisa 
dilaksanakan di 
Aceh. Dikarenakan 
terjadinya 
ketidakharmonisnya 
regulasi antara 
pemerintah daerah 
dengan pusat. 
Perlu adanya 
kepastian hukum 
Integrasi pajak dan 
zakat di Indonesia 
Ramadhan 
(2017), Jenis 
penelitian 
kualitatif 
dengan 
metode studi 
pustaka 
Menunjukkan bahwa 
terdapat beberapa 
belanja pemerintah 
yang dapat dibiayai 
oleh zakat sehingga 
dengan pemungutan 
dan pengelolaan 
zakat yang lebih 
baik, mengakibatkan 
adanya perbaikan 
dalam defisit 
anggaran pemerintah 
dan saldo utang 
pemerintah akan 
semakin berkurang 
Perlu adanya 
integrasi antara 
lembaga pengelola 
zakat dan pajak 
Tabel Berlanjut.... 
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Lanjutan Tabel 1.2 
 
Judul Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran 
Conflict Setting 
Between Zakat 
as a Deduction 
of Income Tax 
(Taxes Credit) 
and Zakat as 
Deduction of 
Taxable Income 
(Taxes 
Deductable) (A 
Research in 
Aceh Province, 
Indonesia) 
Fuadi, 
Thayeb, 
Suhaidi, dan 
Kamelo 
(2015), Jenis 
penelitian 
kualitatif 
dengan 
metode 
yuridis 
normatif 
Pelaksanaan 
ketentuan Zakat 
sebagai pengurang 
dari jumlah Hutang 
Pajak Penghasilan 
dari wajib pajak di 
Aceh sebagaimana 
diatur dalam Pasal 
192 UU No. 11 
Tahun 2006 tidak 
dapat dijalankan 
karena tidak ada 
peraturan mengenai 
pelaksanaannya dan 
pemerintah pusat 
menolak penerapan 
ketentuan tersebut 
karena bertentangan 
dengan UU Pajak 
penghasilan. 
 
Perlu adanya ketegasan 
hukum antara 
pemerintah pusat dan 
Aceh 
 
1.8 Metode Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Boyolali. Waktu penelitian dari tahap penyusunan perencanaan proposal 
penelitian hingga laporan hasil penelitian, dilaksanakan pada bulan Januari–
Agustus 2019. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang informasinya diperoleh 
langsung di lapangan dan data sekunder untuk mendukung data primer berupa 
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penelusuran berbagai referensi terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena 
pajak. 
Pada pengumpulan data secara primer, penulis menggunakan beberapa 
teknik guna memperoleh data antara lain wawancara dan dokumentasi. Untuk 
pengumpulan data sekunder diperoleh dari buku-buku maupun jurnal yang 
relevan. Teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
 
1.9 Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.10  Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk memudahkan memahami gambaran mengenai hal apa saja yang 
dilakukan pada skripsi ini, penulis kemukakan sistematika penulisan sebagai 
berikut: 
BAB I      PENDAHULUAN 
Menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hasil 
penelitian yang relevan, metode penelitian, jadwal penelitian, 
sistematika penulisan skripsi. 
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 
Menjelaskan tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat dan 
wajib zakat, zakat pengasilan, penerima zakat dan orang yang tidak 
boleh menerima zakat, pengertian pajak, fungsi pajak, penggolongan 
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pajak, tarif pajak, pajak menurut syariat, perbedaan zakat dan pajak, 
persamaan zakat dan pajak, zakat sebagai pengurang penghasilan kena 
pajak. 
BAB III   METODE PENELITIAN 
Bab ini memaparkan mengenai metode analisis yang digunakan untuk  
oleh peneliti 
BAB IV   PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan 
BAB V    PENUTUP 
Bagian ini berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1  Pengertian Zakat 
Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan masdar dari zaka yang 
artinya suci, tumbuh, berkah, dan baik. Sedangkan jika ditinjau dari segi 
terminologi fiqh, zakat diartikan sebagai sejumlah harta dalam jumlah tertentu 
yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya (Ali, 2006). 
Zakat yang berarti tumbuh dan suci dalam hal ini tidak hanya digunakan untuk 
harta kekayaan yang digunakan untuk berzakat, tetapi juga digunakan untuk 
menjelaskan jiwa dari orang yang telah mengeluarkan zakat atau muzakki 
(Sudirman, 2007). 
Zakat mengandung harapan yang mana dapat memberikan keberkahan, 
penyucian diri dan tambahan kebaikan. Dalam Al-Quran, zakat disandingkan 82 
ayat bersamaan dengan sholat. Maka dari itu, Allah swt menetapkannya sebagai 
suatu kewajiban yang harus ditunaikan berdasarkan Al-Quran maupun sunnah 
Rasulullah saw. (Sabiq, 2010). 
 
2.2  Dasar Hukum 
Dalam Al quran terdapat 32 ayat mengenai zakat, 29 diantaranya dirangkai 
dengan ketentuan menganai zakat. Sedangkan 3 ayat lainnya tidak dirangkai 
dengan shalat. Tiga ayat tersebut merupakan ayat makiyah. Ayat Al quran 
diturunkan dua periode, yaitu periode makkah sebanyak 8 ayat dan periode 
madinah sebanyak 24 ayat (Ali, 2006). 
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Berikut ayat Al-Quran tentang zakat: 
 َةاَكَّزلا اُوتآَو َةَلاَّصلا اوُميِقَأَو ۚ  ِجَت ٍرْيَخ ْنِم ْمُكِسُفْـَنِلأ اوُم ِّدَقُـت اَمَوهَّللا َدْنِع ُهوُد ۗ  َهَّللا َّنِإ
 ٌريِصَب َنوُلَمْعَـت اَمِب 
Artinya:“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa 
saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan 
pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha  Melihat apa-apa yang 
kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah:110) 
 
 Setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, kepemimpinan beralih ke Abu Bakar 
As Shidiq. Waktu itu ada sekelompok pemberontak yang menentang pembayaran 
zakat. Khalifah Abu Bakar kemudian bermufakat dengan para sahabat untuk 
memantapkan pelaksanaan pembayaran zakat, serta mengambil tindakan tegas 
bagi barang siapa yang tidak membayar zakat dianggap murtad. Kemudian 
dimasa berikutnya pola operasional zakat disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
ketika itu (Ali, 2006). 
 
2.3  Syarat dan Wajib Zakat 
Kewajiban membayar zakat diperuntukkan bagi wajib zakat yang memiliki 
syarat, (Sabiq, 2010) yaitu: 
1. Muslim 
2. Merdeka 
3. Telah mencapai nishab atas harta yang akan dizakati. Terdapat dua 
persyaratan terkait nisab yang harus dipenuhi, yaitu pertama melebihi batas 
kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindarkan, seperti makanan, pakaian,dan 
lainnya. Kedua, kepemilikan lebih dari setahun dalam hitungan hijriah. 
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Syarat harta kekayaan yang wajib dizakati (Hafidhuddin, 2002), yaitu 
1. Halal 
Harta yang dikeluarkan untuk zakat harus diperoleh dengan cara yang halal 
dan baik. Jika harta yang dikeluarkan adalah harta haram, baik subtansi benda 
maupun cara memperoleh, tidak dikenakan kewajiban zakat. Karena Allah 
Swt. tidak dapat menerimanya. 
2. Berkembang 
Harta yang dikeluarkan untuk zakat mampu berkembang atau memiliki 
potensi untuk bisa dikembangkan, seperti perdagangan, kegiatan usaha dan 
lainnya. Dengan adanya syarat ini, dapat mendorong setiap umat Islam untuk 
memproduktifkan harta yang ia miliki. 
3. Milik Penuh 
Harta sepenuhnya berada dibawah kekuasaan pemiliknya dan didalamnya 
tidak terdapat hak orang lain. 
4. Mencapai Nishab 
Nisab merupakan batas minimal harta yang terkena kewajiban zakat. Jika 
tidak mencapai nisab, masih ada jalan lain untuk mengeluarkan penghasilan 
tanpa adanya nisab, yaitu infak dan sedekah. 
5. Cukup Haul 
Harta yang dizakati harus berada dan dimiliki dalam waktu satu tahun. Hal ini 
berlaku untuk sumber-sumber zakat, seperti perdagangan, peternakan, emas 
dan perak. Sementara zakat pertanian dikeluarkan pada saat panen dan 
mencapai nishab. 
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6. Lebih dari Kebutuhan Pokok 
Zakat dikeluarkan setelah terpenuhinya kebutuhan pokok yang terdiri dari 
kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Menurut sebagian ulama untuk 
menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang sangatlah sulit. Setiap 
orang memiliki kebutuhan pokok yang berbeda-beda. Sehingga mereka 
berpendapat syarat nishab dan berkembang sudah cukup. 
 
2.4  Zakat Penghasilan 
Pajak penghasilan adalah pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah 
pusat sedang pembebanannya tidak dapat dialihkan atau dibebankan ke orang lain, 
atau menjadi tanggungan wajib pajak itu sendiri untuk membayar (Anisah dkk, 
2017). 
Yang menjadi subjek pajak (Mardiasmo, 2016) adalah 
1. Orang pribadi dan atau warisan yang belum dibagi 
2. Wajib pajak badan, termasuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, BUMN/BUMD, Firma, Kongsi, Koperasi, dan lain 
sebagainya 
3. Bentuk usaha tetap (BUT). 
 
2.5  Penerima Zakat dan Orang yang Tidak Boleh Menerima Zakat 
Berikut ini merupakan pihak-pihak yang berhak menerima zakat (Sabiq, 
2010), yaitu: 
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1. Fakir dan Miskin 
Mereka adalah orang-orang yang tidak sanggup mencukupi kebutuhan sehari-
hari. Orang yang dipungut zakat adalah mereka yang memiliki cukup nishab 
atau orang-orang kaya. Sedangkan yang menerimanya adalah kaum fakir 
yang tidak memiliki harta setara dengan orang kaya. Orang miskin adalah 
bagian dari orang-orang fakir. Kadar yang diterima berbeda-beda, sesuai 
dengan kondisi dan orangnya. 
2. Orang Berada tapi Kebutuhannya Tidak Tercukupi 
Seseorang memiliki nishab dalam bentuk harta apapun, namun ada kebutuhan 
yang tidak tercukupi karena keluarganya banyak atau harga barang naik. Dari 
sisi nishab ia dianggap kaya dan wajib membayar zakat, tapi dari sisi 
kebutuhan belum terpenuhi, ia dianggap fakir dan berhak memperoleh zakat. 
3. Amil Zakat 
Amil zakat adalah orang yang bertugas untuk menghimpun zakat. Mereka 
harus beragama Islam dan tidak tergolong orang yang haram menerima zakat, 
yaitu keluarga Rasulullah Saw. dari keturunan Bani Hisyam dan Bani Abdul 
Muthalib. 
4. Muallaf 
Muallaf adalah orang-orang yang didekatkan hatinya untuk mengenal dan 
mendukung Islam; atau meyakinkan hatinya karena keislamannya masih 
lemah; atau menghentikan gangguannya terhadap kaum muslimin. 
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5. Hamba Sahaya 
Hamba sahaya mencakup budak yang terikat perjanjian untuk memerdekakan 
diri (mukatab) dan budak biasa. Budak Mukatab bisa membebaskan dirinya 
dibantu dengan harta zakat. 
6. Gharim 
Gharim adalah orang-orang yang berhutang dan tidak sanggup melunasinya. 
7. Fi Sabilillah 
Fi sabilillah adalah orang yang berada di jalan yang mengantarkan pada 
keridhaan Allah Swt. baik ilmu maupun amal. Orang yang berjalan di jalan 
Allah tidak hanya perang, akan tetapi juga bentuk-bentuk jihad yang lainnya, 
seperti sekolah yang mengajarkan ilmu agama maupun ilmu-ilmu lain untuk 
kepentingan umum, pengajar di sekolah-sekolah yang menunaikan tugasnya 
dengan baik, dan lainnya 
8. Ibnu Sabil (Musafir) 
Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan jauh dari tempat tinggalnya 
untuk bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan bukan perjalanan untuk berbuat 
maksiat. Dia berhak menerima zakat sebanyak untuk menyelesaikan 
tujuannya dan selama bekal tidak mencukupi lagi. 
Pihak yang tidak boleh menerima zakat (Sabiq, 2010), yaitu: 
1. Orang Kafir dan Ateis 
Seluruh ulama fiqih sepakat orang kafir dan ateis tidak boleh menerima zakat, 
kecuali golongan muallaf. 
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2. Bani Hasyim 
Rasulullah Saw. telah mengharamkan diri beserta keturunannya untuk tidak 
memakan harta dari zakat. 
3. Orang Tua dan Anak 
Ulama fiqih sepakat, jika zakat tidak bileh diberikan kepada ayah, kakek, ibu, 
nenel, anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, anak perempuan, dan cucu dari 
anak perempuan. Karena, pembayar zakat wajib menafkahi orang tua dan 
seterusnya. Jika pemberi zakat memberi zakat itu artinya ia telah mengambil 
keuntungan untuk dirinya sendiri dengan menghindari kewajiban untuk 
menafkahi mereka. 
4. Istri 
Memberikan nafkah kepada istri itu hukumnya wajib, untuk itu istri tidak 
boleh menerima zakat kecuali jika istri berutang, maka boleh memberikan 
zakat ke golongan gharim untuk melunasi utangnya. 
5. Menyalurkan Zakat pada Bidang-Bidang Amal Ibadah 
Zakat tidak dianjurkan diberikan kepada bidang-bidang ibadah yang 
diharapkan dapat mendekatkan kepada Allah Swt. 
 
2.6  Pengertian Pajak 
Pajak menurut Soemitro dalam Agoes dan Trisnawati (2013) merupakan 
iuran dari rakyat untuk kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung dan digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum. 
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Unsur-unsur yang terkandung dalam pajak (Mardiasmo, 2016) yaitu: 
1. Iuran dari rakyat kepada negara/pemerintah 
2. Berdasarkan undang-undang 
3. Tanpa adanya timbal balik dari negara secara langsung 
4. Digunakan untuk membiayai keperluan negara/rumah tangga negara. 
 
2.7  Fungsi Pajak 
Terdapat dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2016), yaitu 
1. Fungsi Anggaran 
Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan bagi negara berfungsi untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 
2. Fungsi Mengatur 
Pajak sebagai alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah baik di bidang sosial maupun juga ekonomi. 
 
2.8  Penggolongan Pajak 
Penggolongan pajak dapat dibedakan menjadi 3 (Mardiasmo, 2016), yaitu: 
1. Menurut Golongannya 
a. Pajak langsung, adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan 
tidak  dapat dialihkan atau dibebankan ke orang lain. 
b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang dapat dibebankan atau di 
pindahkan ke orang lain. 
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2. Menurut Sifatnya 
a. Pajak subjektif, adalah pajak yang didasarkan pada subjeknya atau 
perhatiannya ditujukan ke diri wajib pajak saja bukan ke objeknya. 
b. Pajak objektif, adalah pajak hanya berfokus pada objeknya, tanpa 
memperhatikan subjeknya. 
3. Menurut Lembaga Pungutannya 
a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan pajak ini 
digunakan untuk kebutuhan negara atau rumah tangga negara. 
b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk kepentingan daerah. 
 
2.9  Tarif Pajak 
Terdapat 4 macam tarif pajak (Mardiasmo, 2016), yaitu: 
1. Tarif Sebanding/Proporsional 
Tarif proporsional berupa presentase yang tetap, besarnya pajak terutang 
harus proporsional dengan besarnya jumlah yang dikenai pajak. 
2. Tarif Tetap 
Jumlah tarif yang dikenakan tetap (sama) terhadap jumlah yang dikenai pajak 
maupun pajak terutang. 
3. Tarif Progresif 
Presentase tarif semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak juga semakin 
besar pula. 
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4. Tarif Degresif 
Presentase tarif akan semakin kecil jika jumlah yang dikenai pajak semakin 
besar. 
 
2.10  Pajak Menurut Syariah 
Pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah dharibah yang artinya 
mewajibkan, menetapkan, menentukan dan lain sebagainya. Dharibah dapat 
diartikan pula sebagai harta yang dipungut sebagai kewajiban. Pengertian pajak 
menurut syariah adalah beban tambahan yang ditanggung kaum muslim untuk 
kepentingan mereka sendiri yang tidak dipenuhi oleh negara dan sumber utama 
lainnya (Gusfahmi, 2011). 
 
2.11  Perbedaan Zakat dan Pajak 
Terdapat beberapa persamaan antar zakat dan pajak, (Ali, 2006) sebagai 
berikut: 
1. Pajak terus mengalami perkembangan baik jenis maupun ketentuan. 
Sedangkan zakat tidak mengalami perubahan yang berarti dalam hal 
meningkatkan pendapatan negara. Zakat dianggap dapat mengurangi 
pendapatan negara dari pajak penghasilan. 
2. Pajak bersifat mengikat dan diakui secara hukum positif. Sedangkan zakat 
tidak memiliki hukum positif dan bertanggungjawab dirinya dengan Allah 
Swt. 
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3. Ketentuan mengenai zakat ditentukan oleh Allah swt. dan rasul-Nya, baik 
dari segi penyalurannya, nishab, bahkan kadar zakatnya. Sedangkan, pajak 
ketentuannya diatur oleh pemerintah (Sudirman,2007). 
4. Penyaluran zakat hanya untuk 8 golongan. Sedangkan, pajak lebih dari pada 
itu untuk membiayai kebutuhan negara (Sudirman,2007). 
 
3.12  Persamaan Zakat dan Pajak 
Terdapat beberapa persamaan antar zakat dan pajak, antara lain (Ali, 2006): 
1. Keduanya diambil dari harta kekayaan yang dimiliki baik individu maupun 
badan. 
2. Baik zakat maupun pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan 
individu. 
3. Sebagai sarana pemerataan keadilan sosial. 
4. Antara zakat maupun pajak memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai sumber 
dana untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera (Sudirman,2007). 
 
2.13  Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak 
Zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak diatur dalam UU No. 23 
Tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999 tentang pajak penghasilan. 
Pasal 14 ayat (3) undang-undang 38 Tahun 1999 menyatakan: “Pengurangan 
penghasilan kena pajak dimaksudkan agar wajib zakat tidak terbebani beban 
ganda, yaitu pembayaran zakat dan pajak”. Sementara pada UU No. 23 Tahun 
2011 pasal 22 bahwa “Zakat yang dibayarkan muzakki kepada BAZNAS 
dikurangkan dari penghasilan kena pajak”. 
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Hal ini dipertegas pula dalam UU No. 38 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) 
huruf a adalah: yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau 
sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh lembaga zakat atau lembaga amil 
zakat yang didirikan atau disetujui oleh pemerintah dan diterima oleh penerima 
yang berhak atau wajib beragama. Sumbangan untuk agama yang diakui di 
Indonesia, yang diterima oleh lembaga agama yang didirikan atau disetujui oleh 
pemerintah dan diterima oleh penerima yang berhak, ketentuan yang ditetapkan 
oleh atau di bawah peraturan pemerintah. 
Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2010 mengatur 
mengenai zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dapat mengurangi 
penghasilan bruto. Dalam Pasal 1 (1) menyebutkan “Bahwa zakat atau sumbangan 
keagamaan wajib dikurangkan penghasilan kotor atau bruto meliputi: a. Zakat atas 
penghasilan yang dibayarkan wajib pajak baik pribadi maupun badan di negara 
yang dimiliki umat Islam dan untuk badan zakat atau lembaga amil zakat yang 
didirikan atau disetujui oleh Pemerintah pusat. b. Sumbangan keagamaan wajib 
bagi wajib pajak selain Islam baik pribadi maupun badan/perusahaan di negara 
yang dimiliki bukan orang Islam, yang diakui di Indonesia dibayarkan di lembaga 
agama yang didirikan dan disetujui pemerintah. Zakat atau sumbangan 
keaagamaan dapat berupa uang atau yang disetarakan uang. 
Zakat atas penghasilan yang dijadikan pengurang penghasilan bruto harus 
memenuhi beberapa syarat, (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2015) 
yaitu: 
1. Jenis zakat yang dapat dijadikan pengurang adalah zakat atas penghasilan. 
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2. Pembayaran zakat atas penghasilan adalah wajib pajak orang pribadi pemeluk 
agama Islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh 
orang Islam. 
3. Zakat atas penghasilan berupa uang atau setara dengan uang 
4. Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh: 
a. Wanita yang telah kawin yang pengenaan pajaknya berdasarkan 
penggabungan penghasilan neto suami istri, dikurangkan dari penghasilan 
bruto suaminya. Pada akhir tahun pelaporannya dilakukan melalui Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan suami yang bersangkutan. 
b. Wanita yang telah kawin yang: 
1) Telah hidup berpisah dengan suaminya berdasarkan putusan hakim. 
2) Secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta penghasilan, atau 
3) Memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, 
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wanita yang bersangkutan. 
Pada akhir pelaporannya dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Pajak 
Penghasilan wanita yang telah kawin yang bersangkutan. 
c. Anak yang belum dewasa, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto orang 
tuanya. Pada akhir tahun pelaporan dilakukan melalui surat pemberitahuan 
pajak penghasilan orang tua dari anak yang bersangkutan. 
5. Apabila dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan dalam surat 
pemberitahuan tahunan, zakat atas penghasilan belum dibayarkan, maka 
pengurangan zakat atas penghasilan dapat dilakukan dalam tahun pajak dapat 
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menunjukkan bahwa penghasilan bruto telah dilaporkan dalam surat 
pemberitahuan tahunan tahun pajak sebelumnya 
6. Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan 
yang sifatnya wajib harus melampirkan foto kopi bukti pembayaran pada surat 
pemberitahuan (SPT) Tahunan. Setiap wajib pajak (WP) sekaligus wajib zakat 
(muzaki) yang membayarkan zakatnya kepada BAZNAS akan mendapat 
Nomor Pokok Wajib pajak (NPWZ). Setelah membayarkan zakatnya, wajib 
zakat akan diberikan bukti setor zakat (BSZ) oleh Badan Amil Zakat sesuai 
jumlah zakat yang dibayarkan. Bukti Setor zakat (BSZ) dapat digunakan 
sebagai salah satu syarat agar zakat dapat dijadikan sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan. 
Bukti pembayaran yang diatur dalam peraturan DJP No. PER-6/PJ/2011 
adalah: 
a. Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer 
rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan tunai mandiri (ATM) 
dan 
b. Paling sedikit memuat: 
1) Nama lengkap wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak pembayar 
2) Jumlah pembayaran 
3) Tanggal pembayaran 
4) Nama badan amil zakat, lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan 
yang dibentuk atau disahkan pemerintah, dan 
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5) Tanda tangan petugas badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau 
lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan pemerintah, dibukti 
pembayaran, apabila pembayaran secara langsung, atau 
6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran melalui transfer rekening 
bank. 
7. Tempat pembayaran zakat atas penghasilan adalah badan amil zakat atau 
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Badan / 
Organisasi yang ditunjuk sebagai penerima atau sumbangan keagamaan wajib 
yang dapat dikurangkan dari penghasilan kotor yang ditetapkan dalam 
Peraturan DJP No. PER-11 / PJ / 2017  yang sebelumnya diatur oleh Direktur 
Jenderal Pajak No. PER-15 / PJ / 2012, yang meliputi: 
a. Badan Zakat Nasional sebagai berikut: 
1) Badan Amil Zakat Nasional Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 
tanggal 25 November 2011 tentang pengelolaan zakat. 
2) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi berdasarkan Keputusan Menteri 
Agama Nomor 186 tanggal 29 April 2016. 
3) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan 
Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.III/499 tahun 2016. 
b. Lembaga Amil zakat sebagai berikut: 
1) LAZ Rumah Zakat 
2) LAZ Nurul Hayat 
3) LAZ Inisiatif Zakat Indonesia 
4) LAZ Baitul Maal Hidayatullah 
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5) Yayasan Lembaga Manajemen Infaq 
6) Yayasan Yatim Mandiri Surabaya 
7) Yayasan Dompet Dhuafa Republika 
8) Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar 
9) Yayasan Baitul Maal Muamalat 
10) Yayasan Daarut Tauhid 
11) Yayasan Dana Sosial Al Falah 
12) Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia 
13) Yayasan Global Zakat 
14) LAZ Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS) 
c. Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi sebagai berikut: 
1) Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli) 
2) Yayasan Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB 
3) Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZ FKAM) 
4) Yayasan Dana Peduli Ummat (DPU) Kalimantan Timur 
5) Yayasan Dhompet Sosial Madani (LAZ DSM) 
6) Yayasan Sinergi Foundation (LAZ Sinergi Foundation) 
7) Yayasan Harapandhuafa Banten 
d. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah sebagai berikut: 
1) Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqqah Nadhatul Ulama 
Nadhatul Ulama (LAZIS NU) 
2) Lazis Muhammadiyah 
e. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), dan 
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f. Badan Dharama Dana Nasional Yayasan Adikara Dharmma Parisad 
(BDDNYADP) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
3.1.1 Waktu Penelitian 
Waktu penelitian merupakan jangka waktu yang digunakan peneliti untuk 
melakukan penelitian dari tahap perencanaan sampai tahap akhir yang berupa 
laporan hasil penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari – 
Agustus 2019. 
 
3.1.2 Wilayah Penelitian 
Wilayah penelitian bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Boyolali. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Boyolali pada tahun 2017 menjadi satu-satunya kantor pelayanan pajak 
se kanwil DJP jateng II yang berhasil mencapai target sebesar 100, 18% atau 
517,6 miliar. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana data 
diukur bukan dari angka-angka. Menurut Donald et al., (2017) penelitian kualitatif 
dirancang untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai bagaimana 
dan mengapa sesuatu itu bisa terjadi. 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan kata-kata yang 
diperoleh dari pertanyaan atas wawancara, respon terhadap kuesioner, hasil 
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pengamatan, dan informasi yang didapat dari berbagai sumber seperti internet 
(Sekaran & Bougie, 2017). 
 
3.3 Data Dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti 
yang berkaitan dengan variabel yang ingin diteliti dengan tujuan tertentu dari 
suatu studi (Sekaran & Bougie, 2017). Pada Penelitian ini data primer diperoleh 
dari proses wawancara dan dokumentasi. 
Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang 
telah ada atau tidak harus terjun ke lapangan (Sekaran & Bougie, 2017). Data 
sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, internet, jurnal, 
rekaman dan referensi lainnya yang berkaitan dengan zakat sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Pada pengumpulan data secara primer, penulis menggunakan beberapa 
teknik guna memperoleh data antara lain wawancara dan dokumentasi. Untuk 
pengumpulan data sekunder diperoleh dari buku-buku maupun jurnal yang 
relevan. 
1. Wawancara 
Menurut Sekaran & Bougie, (2017) mengatakan wawancara merupakan 
metode pengumpulan data untuk memperolah informasi dengan mewawancarai 
responden yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan 
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pada wawancara ini dengan metode wawancara terstruktur. Teknik wawancara 
pada penelitian ini, yaitu dialog dengan informan yang dianggap mengetahui 
mengenai peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. 
Informan dalam penelitian ini adalah Pegawai KPP Pratama Boyolali, 
Pegawai BAZNAS Kabupaten Boyolali, dan Wajib Pajak. Informan yang dipilih 
harus memahami dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan tentang zakat 
pengurang penghasilan kena pajak. 
Penelitian ini menggunakan sampel yakni Pegawai KPP Pratama Boyolali 
bagian Pengelolaan Data dan Informasi, 7 Wajib Pajak, dan Pegawai BAZNAS 
Kabupaten Boyolali bagian SDM dan Umum. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria 
sebagai berikut: 
1. Wajib pajak yang membayar zakat dan pajak 
2. Beragama Islam 
3. Pegawai negeri/swasta dan pekerjaan bebas 
Dalam proses wawancara dibutuhkan alat perekam, kamera, dan alat tulis. 
Alat perekam digunakan untuk merekam pembicaraan selama proses wawancara 
berlangsung. Kamera digunakan sebagai dokumentasi selama proses wawancara 
yang dilakukan peneliti. Sedangkan, alat tulis digunakan untuk mencatat hal-hal 
penting secara manual mengenai informasi yang didapatkan selama proses 
wawancara. 
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2. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 
sesuai dengan penelitian, dapat berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan 
lain sebagainya (Arikunto, 2013). Dalam teknik ini peneliti menyelidiki terkait 
data-data yang didapat, berupa data tertulis seperti buku, dokumen, maupun 
lainnya. Dokumen yang diperlukan pada penelitian ini berupa formulir SPT 
Tahunan dan Bukti Setor Zakat. 
 
3.5 Teknik Analisis Data 
Teknik Analisis data menggunakan Model Mile and Huberman yang terdiri 
dari komponen pokok berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2017). 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Data yang diperoleh selama penelitian di lapangan begitu banyak, maka dari 
itu harus dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data dapat diartikan suatu proses 
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan yang penting, dan 
membuang yang tidak penting. Dengan adanya reduksi data ini akan dapat 
memberikan gambaran yang cukup jelas, dan memudahkan peneliti 
mengumpulkan data selanjutnya. Semakin lama peneliti melakukan penelitian di 
lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak dan kompleks. Untuk itu 
sesegera mungkin harus dilakukan analisis data melalui reduksi data. Jadi, reduksi 
data dilaksanakan terus menerus selama proses penelitian. 
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2. Penyajian Data (Data Display) 
Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Hal ini 
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah 
selanjutnya berdasarkan pada apa yang telah dipahami. Pada penelitian kualitatif, 
penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, 
flowchart, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing / Verification) 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 
berubah apabila tidak ditemukannya bukti yang cukup kuat untuk mendukung 
pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika didukung dengan bukti yang valid 
dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka 
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Maka dari 
itu kesimpulan harus diverifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan. 
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif harus mampu menjawab rumusan 
masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan ini diharapkan dapat 
menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 
 
3.6 Keabsahan Data 
Pengambilan data dilapangan agar relevan dan memiliki kadar validitas 
yang tinggi perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Untuk memperoleh 
keabsahan data diperlukan teknik trianggulasi, yaitu pengecekan data yang 
dilakukan dengan berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Penelitian 
ini menggunakan trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas dengan cara 
mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2017). 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Boyolali 
1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Boyolali 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali merupakan salah satu dari 
12 (dua belas) KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah II yang berdiri 
pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 dan mulai beroperasi pada tanggal 30 
Oktober 2007 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007. 
Pada awalnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali menempati 
gedung Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) di Jalan Perintis 
Kemerdekaan, Pulisen, Boyolali, Boyolali. Tapi, setelah gedung baru selesai masa 
pembangunannya, pada akhir tahun 2007 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Boyolali mulai menempati gedung baru di Jalan Raya Solo-Boyolali KM 24 
Mojosongo, Boyolali. 
2. Visi, Misi dan Tujuan KPP Pratama 
a. Visi : 
Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin 
kedaulatan dan kemandirian negara dan menjadi Institusi Pemerintah yang 
memberikan pelayanan perpajakan terbaik dan terpercaya kepada Wajib Pajak 
di Wilayah Kabupaten Boyolali. 
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b. Misi : 
Menyelenggarakan tertib Administrasi perpajakan sesuai dengan yang 
diamanatkan Undang-undang Perpajakan di Wilayah Kabupaten Boyolali 
c. Tujuan : 
1) Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan : 
2) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan keperluan pajak sukarela yang 
tinggi dan penegakan hukum yang adil 
3) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan 
kewajiban perpajakan. 
4) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional. 
5) Kompensasi yang kopetitif berbasis sistem manajemen kinerja. 
3. Wilayah Kerja dan Potensi 
Kabupaten Boyolali terletak pada posisi geografis antara 110022’-110050’ 
Bujur Timur dan antara 707’ - 7036’ Lintang Selatan. Posisi geografis wilayah 
Kabupaten Boyolali terbilang menguntungkan yang bisa dijadikan sebagai modal 
pembangunan daerah karena berada pada segitiga antara wilayah Yogyakarta-
Solo-Semarang (Joglosemar) yang merupakan tiga kota utama di wilayah Jawa 
Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Luas wilayah Kabupaten Boyolali sebesar 101.510,1955 ha, menempati 
3,09% dari wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan terluas terletak di 
Kecamatan Kemusu (9.908,4151 ha) dan paling kecil di Kecamatan Sawit 
(1.723,1818 ha). Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 Kecamatan, 263 Desa dan 4 
Kelurahan. Dari 267 Desa/Kelurahan tersebut, ada 1.425 Rukun Warga (RW) dan 
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6.498 Rukun Tetangga (RT). Baik luas maupun jumlah desa dari masing-masing 
kecamatan tidak merata, luas wilayah terkecil dari kecamatan adalah Boyolali 
yang terdiri dari 9 desa/kelurahan dan terbesar berada di kecamatan Musuk dan 
Ampel, masing-masing 20 desa. 
Jumlah populasi di Kabupaten Boyolali sebanyak 963.690 jiwa dengan 
komposisi laki-laki sebanyak 474.524 jiwa dan perempuan sebanyak 489.166 
jiwa. Kepadatan penduduk kabupaten Boyolali sebesar 952 orang per km2. 
Kepadatan Penduduk di 19 kecamatan cukup beragam, dengan kepadatan 
penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Boyolali yaitu dengan tingkat kepadatan 
sebesar 2.605 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Juwangi sebesar 408 
jiwa/Km2. 
KPP Pratama Boyolali merupakan KPP kecil dengan cakupan wilayah yang 
masih tradisional, dimana 52% area lahannya merupakan tanah tegalan dan 
persawahan. Wilayah Boyolali yang memiliki lahan kritis dan lahan kering 
meliputi daerah Kecamatan Sambi, Simo, Nogosari, Andong, Klego, Karanggede, 
Wonosegoro, Kemusu, dan Juwangi. Kondisi tersebut kurang menguntungkan 
untuk pengembangan pertanian dan upaya pemasaran dalam menarik investor 
masuk untuk berinvestasi. Sementara itu, wilayah Kecamatan Selo, Cepogo, 
Ampel,dan Musuk beriklim cukup sejuk. Hal ini dapat mendukung untuk 
pengembangan budidaya peternakan sapi dan hortikultura. 
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4.2 Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang 
Penghasilan Kena Pajak 
4.2.1 Kutipan Hasil Wawancara dengan Informan 
Regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak telah 
meringankan beban finansial muzaki yang sekaligus sebagai wajib pajak. Namun, 
kenyataannya sekalipun dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung tidak 
serta merta menarik perhatian dari kalangan masyarakat terutama umat Islam. 
Dari hasil wawancara dengan informan, Ibu Siti Suryati, mengatakan bahwa tidak 
menerapkan pengurangan penghasilan kena pajak meskipun telah mengetahui 
peraturan tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Hendro dan Bapak 
Wiyono. 
Berbeda dengan yang disampaikan Ibu Marminah, beliau mengatakan tidak 
mendapat sosialisasi tentang peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena 
pajak. Begitupun juga dengan Bapak Yudi dan Bapak Danang. Sehingga, mereka 
tidak mengetahui peraturan tersebut. 
Menurut informasi yang disampaikan Ibu Ummi selaku kepala seksi 
pengelolaan data dan informasi mengatakan: 
“sosialisasi terkait aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak 
sudah dilakukan ketika wajib pajak menyampaian SPT Tahunan. Jadi, setiap 
ada peraturan baru dari KPP selalu melakukan pemberitahuan” 
 
BAZNAS Kabupaten Boyolali tidak melakukan sosialisasi berkaitan dengan 
regulasi tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Mulyanto, pengurus BAZNAS 
Kabupaten Boyolali: 
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“belum ada sosialisasi. Baru sebatas pembayaran zakat penghasilan itu 
sendiri. Jadi, muzaki yang membayar zakat nanti dikasih bukti setornya. 
Kalau terkait pelaksanaan dilakukan di KPP”. 
 
Masih banyaknya masyarakat yang enggan memanfaatkan peraturan 
tersebut karena kurangnya kesadaran. Jika muzaki menyertakan bukti setor zakat 
dapat pengurangan penghasilan kena pajak yang justru meringankan keuangan 
mereka. Diketahui dari keterangan seorang wajib pajak KPP Pratama Boyolali, 
Ibu Ummi Haniek mengatakan: 
“lebih ke kesadaran diri. Kalau zakat kan hubungannya dengan Allah 
sedangkan pajak kan ke negara. Sebagai warga negara ya selagi itu ada 
keringanan ya manfaatin. Kalau yang tidak tahu kan di surat pemberitahuan 
ada kolomnya, jadi mungkin mereka enggak baca. Itu nanti zakat dan 
pajaknya di hitung sendiri. Zakat yang dilewatkan ke lembaga resmi yang 
diakui atau yang bisa digunain buat potongan pajak. Nanti dateng ke KPP 
buat laporan SPT dan di sertakan bukti setornya”. 
 
Dari 7 informan yang telah diwawancarai hanya satu yang telah menerapkan 
peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Menurut wajib pajak 
KPP Pratama Boyolali, Ibu Ummi Haniek, prosedur administrasi tidak begitu 
sulit. Wajib pajak yang telah memiliki bukti setor zakat dilampirkan di SPT 
Tahunan serta mengisi kolom A angka 5 zakat/sumbangan keagamaan yang 
sifatnya wajib. 
 
4.2.2 Analisis dan Pembahasan 
Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat 
pasal 22 menyatakan “zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau 
LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”. Jadi, ketika muzaki membayar 
zakat ke lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ akan dapat dipergunakan 
sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat atau sumbangan keagamaan 
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yang dibayarkan wajib pajak tidak dapat digunakan sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak jika dibayarkan ke lembaga yang tidak dibentuk atau 
disahkan pemerintah. 
Wajib pajak yang membayar zakat langsung ke asnaf atau tidak ke lembaga 
resmi misalnya ke masjid, tetangga rumah, panti asuhan dan lain sebagainya. 
Tidak di akui sebagai pembayaran zakat yang nantinya digunakan untuk 
mengurangi penghasilan kena pajak. Karena yang dianggap patuh membayar 
zakat adalah yang dibayarkan ke lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ. 
Kemudian, dipertegas lagi pada Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2010 
Pasal 1 tentang zakat atau sumbangan kegamaan yang sifatnya wajib dikurangkan 
dari penghasilan bruto. Setelah wajib pajak membayar zakat di BAZNAS atau 
LAZ akan diberikan bukti setor zakat sebagai tanda terima telah membayar zakat 
yang nantinya bisa digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak seperti 
yang dijelaskan pada pasal 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Bukti setor 
zakat yang dibayarkan wajib pajak pemeluk agama Islam diperhitungkan sebagai 
pengurang penghasilan kena pajak pada akhir tahun pajak melalui Surat 
Pemberitahuan (SPT). 
Bukti setor zakat dijadikan sebagai bukti sah pengurangan penghasilan kena 
pajak harus memenuhi syarat seperti yang terdapat pada Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Pasal 2 adalah sebagai berikut: 
1. Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan 
yang sifatnya wajib sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, wajib 
melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada surat pemberitahuan (SPT) 
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Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau 
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. 
2. Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 
a. Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer 
rekening bank, atau pembayaran melalui anjungan tunai mandiri (ATM), 
dan 
b. Paling sedikit memuat: 
1) Nama Lengkap Wajib Pajak Dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
pembayar; 
2) Jumlah pembayaran; 
3) Tanggal pembayaran; 
4) Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan 
yang dibentuk atau disahkan pemerintah; dan 
5) Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau 
lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah, d bukti 
pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau 
6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran 
melalui transfer rekening bank. 
Dibagian bawah lembaran bukti setor zakat (BSZ) terdapat keterangan yang 
menyatakan bukti setor zakat dapat diperhitungkan sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak sesuai dengan kadar yang berlaku. Hal ini untuk 
memberitahu muzaki/wajib pajak yang membayar zakat bahwa bukti setor zakat 
bisa digunakan sebagai pengurang atas penghasilan kena pajak. Bukti setor zakat 
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(BSZ) bisa digunakan paling lambat tanggal 31 Maret pada saat wajib pajak 
menyampaikan SPT Tahunan. Pada SPT Tahunan diisikan jumlah zakat yang 
dibayarkan pada kolom zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Saat 
penyampaian SPT, bukti setor zakat dari BAZNAS Wajib dilampirkan. 
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pasal 4 
ayat 3 huruf a angka 1 yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau 
sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga 
amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh 
penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi 
pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan 
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima 
sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah. 
Dijelaskan pula pada Pasal 9 ayat 1 huruf g untuk menentukan besarnya 
penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap 
tidak boleh dikurangkan: harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan 
warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali 
sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf i sampai dengan 
huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat 
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang 
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh 
lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang 
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. 
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Kaitannya dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 huruf 
g seharusnya dapat memberikan kabar gembira bagi umat muslim, sebab selain 
dapat menjalankan syariat Islam berupa membayar zakat juga dapat meringankan 
beban pajak yang ditanggungnya. Dengan sarana yang meringankan tidak serta 
merta mendapat sambutan yang bagi dikalangan masyarakat. Terhitung hingga 
tahun 2019 masih banyak masyarakat yang enggan memanfaatkan sarana tersebut. 
Jika dilihat bagaimana prosedur pelaksanaannya tidak begitu sulit. Sama 
halnya ketika mengisi SPT Tahunan biasa, hanya saja ada tambahan dengan 
mengisi jumlah zakat yang telah dibayarkan pada kolom A angka 5 yaitu 
zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Kemudian, mencari 
penghasilan neto setelah pengurangan zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya 
wajib. 
Penyampaian SPT Tahunan oleh wajib pajak muslim yang digunakan 
sebagai pengurang penghasilan kena pajak harus menyertakan bukti pembayaran 
zakat yang sah dari badan amil zakat yang disahkan oleh pemeintah, seperti 
BAZNAS atau LAZ. 
Pembayaran yang dilakukan wajib pajak ke BAZNAS atau LAZ sebagai 
lembaga yang disahkan pemerintah mengelola zakat dimaksudkan agar 
pembayaran bisa diakui dan dapat dijadikan bukti telah membayar zakat. Bagi 
wajib pajak yang menyalurkan zakat ke BAZNAS atau LAZ turut membantu 
pemerintah untuk mencapai salah satu tujuannya yaitu mesejahterakan 
masyarakat. 
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1. Pengetahuan Tentang Peraturan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang 
Penghasilan Kena Pajak 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan baik di KPP Pratama 
maupun BAZNAS Kabupaten Boyolali masih banyak masyarakat yang belum 
mengetahui peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Boyolali telah melakukan implementasi dari ketentuan 
zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak namun, hanya sedikit yang telah 
menerapkannya. 
Bagi wajib pajak yang telah mengetahui peraturan zakat sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak kebanyakan dari mereka enggan untuk menerapkan, 
mereka tidak mau direpotkan untuk mengurus pembayaran ke lembaga yang 
sudah disahkan pemerintah. Banyak wajib pajak yang membayar zakat secara 
langsung bukan ke lembaga yang sudah disahkan pemerintah dengan alasan lebih 
terjangkau dari sisi tempat dan langsung menyasar ke asnafnya. 
2. Sosialisasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan 
Kena Pajak 
Implementasi peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak 
masih belum begitu maksimal. Pihak KPP Pratama telah melakukan sosialisasi 
berkaitan dengan peraturan tersebut. Baik saat wajib pajak menyampaikan SPT 
Tahunan maupun dari program penyuluhan yang dilakukan. Di lain pihak 
BAZNAS Kabupaten Boyolali selaku lembaga pengelola zakat tidak melakukan 
sosialisasi terkait peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak 
sebagaimana yang telah dilakukan oleh KPP Pratama. Sehingga, banyak muzaki 
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yang telah menyalurkan ke BAZNAS Kabupaten Boyolali tidak mengetahui 
peraturan tersebut. 
BAZNAS Kabupaten Boyolali hanya memfasilitasi muzaki dengan 
menerbitkan Bukti Setor Zakat (BSZ). Untuk sosialisasi lebih diutamakan di KPP 
Pratama Boyolali selaku lembaga perpajakan yang berhubungan langsung dengan 
implementasi ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 
Selain tidak ada sosialisasi dari BAZNAS Kabupaten Boyolali, wajib pajak 
menganggap dengan membayar zakat telah melaksanakan ibadah kepada Allah 
Swt. dan membantu sesama manusia. Sedangkan, membayar pajak berhubungan 
dengan kewajiban sebagai warga negara semata. Hal ini disampaikan informan. 
(Umi Hanik, Muzaki/Wajib Pajak). 
3. Proses Ketentuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak 
Pembayaran zakat untuk dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan 
kena pajak harus dibayarkan ke BAZNAS atau lembaga resmi yang sudah diakui 
lainnya. Kemudian, wajib pajak akan menerima bukti setor zakat yang nantinya 
digunakan sebagai lampiran pengurang penghasilan kena pajak dalam surat 
pemberitahuan (SPT) pada saat melaporkan pajak tahunan. 
Pembayaran zakat ke lembaga resmi seperti BAZNAS maupun lainnya 
dimaksudkan agar wajib pajak mendapatkan bukti setor zakat yang sah dan sesuai 
peraturan perpajakan. Dengan bukti ini, wajib pajak dapat menjadikannya sebagai 
salah satu unsur pengurang penghasilan bruto. Praktiknya, saat wajib pajak 
melaporkan SPT Tahunan selain melampirkan bukti setor zakat juga mengisi 
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kolom zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sesuai jumlah zakat yang 
dibayarkan. 
 
Gambar 4.2 
Proses Ketentuan Pembayaran Zakat Pengurang 
Penghasilan Kena Pajak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data yang diolah, 2019 
Namun, untuk perhitungan pajaknya jika kurang dari Penghasilan Kena 
Pajak (PKP), masyarakat terbebas dari pengenaan pajak penghasilan. Untuk 
menghitung Penghasilan Kena pajak (PKP) diperoleh dari penghasilan neto 
Wajib Pajak 
BAZNAS 
SPT 
Kantor Pajak 
Bukti Setor Zakat 
Bayar Pajak 
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dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 
adalah sebagai berikut: 
a. Rp. 54.000.000,- untuk diri wajib pajak orang pribadi 
b. Rp. 4.500.000,- tambahan untuk wajib pajak yang kawin 
c. Rp. 54.000.000,- tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya 
digabung dengan penghasilan suami 
d. Rp. 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga 
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi 
tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. 
Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak 
orang pribadi dalam negeri sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17, 
yaitu: 
Tabel 4.1 
Tarif Penghasilan Kena Pajak 
 
Lapisan penghasilan kena pajak Tarif pajak 
Sampai dengan Rp. 50.000.000 5% 
Diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan 
Rp. 250.000.000 
15% 
Diatas Rp. 250.000.000 sampai dengan 
Rp. 500.000.000 
25% 
Diatas Rp. 500.000.000 30% 
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Pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu manual dan online. 
1. Manual 
Wajib pajak datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk 
melaporkan SPT Tahunan. Bisa juga dikirim melalui pos atau perusahaan jasa 
ekspedisi untuk mengirim SPT ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 
2. Online 
Pelaporan SPT dilakukan dengan menggunakan e-Filling melalui aplikasi 
pajak yang disediakan DJP. 
 
4.2.3 Contoh Perhitungan Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak 
Bapak A seorang Karyawan muslim sebagai wajib pajak TK/0 memiliki 
penghasilan per bulan sebesar Rp. 5.500.000,- dipotong untuk iuran pensiun Rp. 
100.000,- 
Perhitungan dengan Zakat 
Penghasilan bruto setahun     Rp. 66.000.000 
Pengurangan 
Biaya jabatan 5% x Rp. 66.000.000     Rp. 3.300.000 
Iuran pensiun                                     Rp. 1.200.000 
Zakat 2,5% x 66.000.000    Rp. 1.650.000 
Rp. 6.150.000 
Penghasilan neto setahun     Rp. 59.850.000 
Penghasilan tidak kena pajak 
Untuk WP sendiri/belum kawin    Rp. 54.000.000 
Penghasilan kena pajak setahun      Rp. 5.850.000 
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PPh Pasal 21 terutang 
5% x Rp. 5.850.000         Rp. 292.500/tahun 
PPh pasal 21 perbulan 
Rp. 292.500 x 12                 Rp. 24.375/bulan 
 
Perhitungan Tanpa Zakat 
Penghasilan bruto       Rp. 66.000.000 
Pengurangan 
Biaya jabatan 5% x Rp. 66.000.000       Rp. 3.300.000 
Iuran pensiun                                       Rp. 1.200.000 
 Rp. 4.500.000 
Penghasilan neto setahun      Rp. 61.500.000 
Penghasilan tidak kena pajak 
Untuk WP sendiri/belum kawin     Rp. 54.000.000 
Penghasilan kena pajak setahun     Rp. 7.500.000 
PPh Pasal 21 terutang 
5% x Rp. 7.500.000         Rp. 375.000/tahun 
PPh pasal 21 perbulan 
Rp. 375.000 x 12      Rp. 31.250/bulan 
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4.3 Hambatan-Hambatan Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat 
Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak 
Adanya peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak cukup 
meringankan wajib pajak muslim agar tidak terbebani dengan adanya pembayaran 
ganda antara zakat dan pajak. Prakteknya sekarang, peraturan tersebut tidak bisa 
berjalan dengan lancar. Masih banyak masyarakat yang enggan memanfaatkan 
peraturan tersebut. Dari wajib pajak yang menjadi objek penelitian belum pernah 
atau enggan memanfaatkan fasilitas pengurangan ini. Hal ini disebabkan karena: 
1. Tidak Ada Sosialisasi yang Dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali 
BAZNAS Kabupaten Boyolali lebih mengedepankan pengumpulan zakat, 
infak dan shodaqoh. Sedangkan, mengenai peraturan tersebut pihaknya hanya 
memfasilitasi pemberian bukti setor zakat bagi wajib pajak yang membayarkan 
zakatnya. Sosialisasi hanya dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali selaku lembaga 
yang langsung berhubungan dengan implementasi ketentuan pembayaran zakat 
sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini dibenarkan oleh Bapak 
Mulyanto, pengurus BAZNAS Kabupaten Boyolali: 
“belum ada sosialisasi. Baru sebatas pembayaran zakat penghasilan itu 
sendiri. Jadi, muzaki yang membayar zakat nanti dikasih bukti setornya. 
Kalau terkait pelaksanaan dilakukan di KPP. 
 
2. Wajib Pajak Enggan Membayar Zakat ke Lembaga Resmi 
Masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung ke yang 
berhak menerimanya bukan ke lembaga resmi yang disahkan pemerintah seperti 
BAZNAS/LAZ. Karena, mereka beranggapan hal ini lebih mudah dan lebih dekat 
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dari rumah tanpa perlu pergi ke mana-mana. Seperti yang disampaikan oleh ibu 
Siti Suryati selaku wajib pajak: 
“biasanya saya membayar zakat ke masjid atau ke panti asuhan yang dekat 
dengan rumah. Tapi, kadang dari kantor ada edaran buat bayar zakat ya saya 
bayar zakat lagi. Jadi double bayarnya” 
 
3. Wajib Pajak Telah Mengetahuinya tapi Tidak Mau Melaksanakannya 
Wajib pajak yang telah mengetahui mengenai pengurangan penghasilan 
kena pajak bagi pembayar zakat cenderung tidak mau untuk melaksanakan, karena 
dianggap merepotkan. Mereka menganggap bahwa zakat dan pajak itu berbeda. 
Zakat semata-mata ibadah kepada Allah SWT. dan akan memperoleh pahala jika 
melaksanakannya. Berbeda dengan pajak yang berhubungan dengan ketaatan 
sebagai warga negara yang baik. 
Selain itu banyak masyarakat yang belum begitu paham bagaimana 
pelaksanaannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak wiyono selaku 
wajib pajak: 
“sudah ada sosialisasi dari KPP, kalau untuk pelaksanaan ketentuan itu 
belum begitu paham ya” 
 
Ada beberapa wajib pajak enggan dikarenakan secara tidak langsung ketika 
wajib pajak bukti pembayaran zakat akan terlihat penghasilan aslinya. Pada 
kebanyakan kasus pengisian SPT Tahunan ada beberapa wajib pajak yang mengisi 
tidak sesuai dengan yang sebenarnya. 
Seperti yang kita ketahui, di Indonesia menganut sistem self Assesment. 
Jadi, setiap wajib pajak menghitung pajaknya sendiri, menyetor pajaknya sendiri 
dan melaporkan pajak sendiri. Sehingga, memungkinkan terjadinya kecurangan 
yang dilakukan wajib pajak. 
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4. Masyarakat Belum Mengetahui Peraturan Zakat Pengurang Penghasilan 
Kena Pajak. 
Setelah konfirmasi dengan pegawai KPP Partama Boyolali, pihaknya telah 
melakukan sosialisasi baik saat wajib pajak melaporkan SPT Tahunan ataupun 
program penyuluhan yang diadakan oleh KPP Pratama Boyolali. Seharusnya 
wajib pajak mengetahuinya sebab, dari SPT Tahunan terdapat kolom mengenai 
zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan bagi pembayar zakat di 
BAZNAS atau lembaga resmi lainnya di dalam bukti setor zakat dibawahnya 
terdapat keterangan yang mengatakan bahwa bukti setor bisa diperhitungkan 
sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai kadar yang berlaku. 
5. Pengurangan Pajak yang Kurang Signifikan 
Peraturan dari pemerintah menyatakan bahwa zakat dapat mengurangi 
penghasilan kena pajak bukan pajak secara langsung. Wajib pajak menganggap 
pengurangannya tidak berpengaruh secara signifikan dari pajak yang mereka 
bayarkan. Serta harus direpotkan untuk mengurusnya. Sehingga hanya sedikit 
yang memanfaatkannya dengan resiko adanya pembayaran ganda yang mereka 
tanggung. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 22 menyatakan zakat yang 
dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari 
penghasilan kena pajak. KPP Pratama Boyolali sebagai lembaga perpajakan 
telah menjalankan ketentuan tersebut. Bagi wajib pajak yang memanfaatkan 
ketentuan tersebut wajib melampirkan bukti setor zakat dan mengisi jumlah 
zakat di kolom zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib pada saat 
pelaporan SPT Tahunan. Namun, pelaksanaannya belum begitu maksimal. 
Masih banyak wajib pajak yang enggan memanfaatkannya. 
2. Ada beberapa kendala yang dihadapi pada pelaksanaan peraturan zakat 
sebagai pengurang penghasilan kena pajak, diantaranya: 
a. Tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali 
b. Wajib pajak enggan membayar zakat ke lembaga resmi 
c. Wajib pajak telah  mengetahuinya tapi tidak mau melaksanakannya 
d. Masyarakat belum mengetahui peraturan zakat pengurang penghasilan 
kena pajak. 
e. Pengurangan pajak yang kurang signifikan 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Kesulitan dalam mengakses data terkait persentase wajib pajak yang telah 
menerapkan peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga 
berimbas pada belum sempurnanya penelitian ini. Narasumber pada penelitian ini 
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yang telah menerapkan peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak 
hanya 1 (satu) orang. Diharapkan untuk penelitian dimasa yang akan datang 
menambah. 
 
5.3 Saran 
1. Perlunya BAZNAS Kabupaten Boyolali melakukan sosialisasi terkait 
peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak 
2. Bagi wajib pajak diharapkan membayarkan zakatnya ke lembaga resmi agar 
bisa dipergunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak 
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LAMPIRAN 1 
Jadwal Penelitian 
 
 
No Bulan Jan-2019 Feb-2019 Mar-2019 Apr-2019 Mei-2019 Jun-2019 Jul-2019 Ags-2019 
 Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal 
 x x x x x                           
2 Konsultasi       x x  x x x x                    
3 Seminar 
Proposal 
              x                  
4 Revisi 
Proposal 
                x x               
5 Pengumpulan 
Data 
                  x x    x         
6 Analisis Data                          x x      
7 Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
                          x x     
8 Pendaftaran 
Munaqasah 
                            x    
9 Munaqasah                              x   
10 Revisi 
Munaqasah 
                              x x 
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LAMPIRAN 2 
 
1. Informan Utama 
Nama : Ibu Ummi/Pegawai KPP Pratama Boyolali 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Dalam pelaksanaannya, adakah 
yang sudah melaksanakan 
pengurangan pajak bagi 
pembayar zakat? 
 
Sudah ada kalau disini. Meskipun 
belum banyak yang memanfaatkan 
fasilitas ini 
 
2 Sejak kapan peraturan tersebut? 
Di boyolal diterapkan sejak 
kapan? 
 
Kalau untuk berjalannya kapan, kita 
kan instansi vertikal dek dibawah 
DJP begitu Kemenkeu menerapkan 
peraturan kita harus mengikuti. 
Harus bergerak sesuai komando dari 
atas kan dek. Diatasnya kantor pajak 
kan ada DJP terus Kemenkeu. Untuk 
peraturan-peraturan ini yang 
menetapkan kemenkeu. 
 
3 Bagaimana proses 
perhitungannya? 
 
Setelah dihitung semua 
penghasilannya Kemudian 
masukkan ini zakatnya 
 
4 Sosialisasi dilakukan seperti 
apa? Oleh siapa? Caranya 
seperti apa? Setiap tahun 
sosialisasinya? 
 
Sosiaslisasi sudah dilakukan, apabila 
seorang WP melaporkan SPT maka 
apabila ada peraturan baru dari 
kementerian keuangan akan 
diberitahu ketentuan tersebut yaitu 
ketentuan zakat yang dapat 
dijadikan sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak. namun 
banyak masyarakat yang enggan 
memanfaatkannya 
 
5 Berapa persentase yang 
menerapkan? 
 
Presentasenya dari KPP tidak dapat 
diakses datanya,  yang dapat 
mengakses dari pusat dek 
 
6 Selama ini kendala yang 
dihadapi seperti apa? 
 
 
Yang mungkin gara-gara mungkin 
yah dia bayarnya di bukan lembaga 
resmi. Keluhannya banyak sih kalau 
wp itu. kalau kita mencantumkan 
zakat, maka kan ketahuan 
60 
 
 
penghasilanmu berapa, wajib pajak 
kan ada yang berpikiran seperti itu. 
ini pikiran-pikiran saya yang seperti 
ini yah... hehe terus gak mau lah buk 
bayarnya gak seberapa nanti 
ketahuan ini ku gitu.. hehe ada yang 
seperti itu.. kan lain-lain dek, ada 
yang patuh dengan sendirinya, patuh 
karena diawasi, patuh karena dikasih 
inflowsment  kan beda-beda wajib 
pajak itu... 
Ini kan terkait perilaku dan presepsi 
WP juga kan. Kalau boyolai, ketika 
ditanya mengenai email itu belum 
ngeh, belum pada paham. Padahal 
sekarang kan harus pakai email. 
Kalau disolo kesadarannya sudah 
pada tinggi, karena pengetahuan 
pendidikan kan sudah maju kan. 
Disini itu enggak bisa. beda di 
masing-masing daerah memiliki 
karakteristik sendiri-sendiri. Kayak 
kemarin saya ditanjung pinang 
minat untuk wajib pajak patuh itu 
tinggi tapi gak bisa karena apa? 
Karena dia itu cuman tahu dagang 
tapi gak sekolah dan cari uangnya 
itu pinter. Jadi yang banyak ke 
kantor itu konsultan bukan wajib 
pajaknya langsung.  Minatnya 
tinggi, waktu tax amnesty  pada 
berbondong-bondong datang. 
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2. Informan 2 
Nama: Bapak Mulyanto/Pegawai BAZNAS Kabupaten Boyolali 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah baznas boyolali sudah 
melakukan sosialisasi berkaitan 
dengan ketentuan zakat 
pengurang penghasilan kena 
pajak? 
 
Ya baru sebatas tahu kalau zakat itu 
bisa mengurangi harta yang harus 
dipajaki. 
2 Sosialisasi yang dilakukan 
baznas seperti apa? Dilakukan 
oleh siapa? Apakah setiap 
pembayar zakat yang baru 
membayar pertama kali di 
berikan sosialisasi terkait aturan 
tersebut? 
 
Belum. Baru sebatas pembayaran 
zakat penghasilan itu sendiri 
3 Adakah pelaksanaan 
pengurangan pajak bagi 
pembayar zakat? 
 
Kalau di sini lebih ke zakatnya. Jadi 
muzaki yang membayar nanti dikasih 
bukti pembayaran. Kalau terkait 
pelaksanaan dilakukan di KPP. 
4 Prosedur pelaksanaannya 
bagaimana? 
 
Jadi muzaki nanti bayar zakat baik 
langsung ke BAZNAS maupun ke 
bank presepsi. Kalau sudah bayar 
nanti kan dikasih bukti pembayaran 
itu. kalau bayar ke bank ya bukti 
pembayaran dari banknya itu. 
 
5 Apakah ada jangka waktu 
terkait bukti setor yang dapat 
digunakan sebagai bukti 
pembayaran zakat yang 
digunakan untuk mengurangi 
penghasilan kena pajak? 
 
Batas waktunya sampai akhir tahun 
pajak. 
 
6 Hambatan apa saja yang terjadi 
selama pelaksanaannya? 
 
Karena sosialisasi belum dilakukan. 
Jadi muzaki banyak yang tidak tahu 
dan paham terkait aturan tersebut. 
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3. Informan Wajib Pajak 1 
Nama:  Ibu Ummi Haniek 
Pekerjaan : Dokter 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah bapak/ibu membayar 
zakat? Sejak kapan? 
 
Iya, sudah lama mb 
2 Dimana bapak/ibu membayar 
zakat? 
 
Di BAZNAS Kabupaten Boyolali 
3 Bagaimana cara mendaftar 
sebagai muzaki di BAZNAS 
Kabupaten Boyolali? 
 
Ke BAZNAS, di website BAZNAS 
juga bisa 
4 Bagaimana prosedur pembayaran 
zakat di BAZNAS Kabupaten 
Boyolali? 
 
Kalau bayar zakat itu tidak ada 
prosedurnya. Bayar ya ke 
BAZNAS langsung nanti dapat 
bukti pembayaran 
5 Bayar zakat dilakukan setiap 
bulan atau tahun? Dibayarkan ke 
bank atau datang langsung ke 
BAZNAS? 
 
Terserah kita bayarnya setiap bulan 
atau setahun sekali jadi gak tentu. 
Tapi, afdholnya dibulan ramadhan. 
 
6 Zakat di hitung sendiri? Jika 
dihitung sendiri apakah amil 
mengecek ulang? 
 
Di hitung sendiri baik zakat yang 
di keluarkan atau pajaknya. Ya 
nanti di cek sama BAZNAS atau 
KPP. 
7 Apakah bapak/ibu mengetahui 
peraturan zakat sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak? 
 
Tahu. Di SPT kan juga ada kolom 
terkait peraturan itu dan sosialisasi 
dari KPP Pratama Boyolali. 
8 Apakah bapak/ibu membayar 
pajak? sejak kapan? 
 
Iya, sudah lama 
9 Penyampaian Spt dilakukan 
secara manual atau online (e 
filling)? 
 
Manual, datang langsung ke KPP 
 
10 Terkait bukti setor, jika online 
untuk bukti setornya bagaimana? 
- 
11 Jika sudah ada bukti setor di kpp 
menemui siapa? 
 
Nanti pas penyampaian SPT ada 
bagian tersendiri yang khusus 
menerima SPT 
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12 Setelah menemui bagian tersebut, 
apakah ada tahapan lain? 
Ya sudah mb 
13 Apakah dari KPP pratama 
Boyolali telah melakukan 
sosialisasi terkait peraturan zakat 
sebagai pengurang penghasilan 
kena pajak? 
 
Ada. 
14 Apakah alasan bapak/ibu 
mau/tidak melaksanakan aturan 
tersebut? 
 
Lebih kesadaran diri. Kalau zakat 
kan hubungannya dengan Allah 
sedangkan pajak kan ke negara. 
Sebagai warga negara ya selagi itu 
ada keringanan ya manfaatin. 
Kalau yang tidak tahu kan di surat 
pemberitahuan ada kolomnya, jadi 
mungkin mereka enggak baca 
15 Alurnya seperti apa? Dari 
membayar hingga akhirnya dapat 
mengurangi penghasilan kena 
pajak? 
 
Itu nanti zakat dan pajaknya di 
hitung sendiri. Zakat yang 
dilewatkan ke lembaga resmi yang 
diakui atau yang bisa digunain buat 
potongan pajak. nanti dateng ke 
kpp buat laporan spt dan di 
sertakan bukti setornya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 
 
 
4. Informan Wajib Pajak 2 
 
Nama: Bapak Hendro 
Pekerjaan: Pegawai Badan Pertahanan Nasional 
No Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah bapak/ibu membayar 
pajak dan zakat? 
Iya, sudah 
2. Sejak kapan bapak/ibu memiliki 
NPWP? Dan sejak kapan 
bapak/ibu mulai membayar 
zakat? 
Sudah lama punyanya mbak 
3. Apakah bapak/ibu mengetahui 
terkait peraturan zakat sebagai 
pengurang penghasilan kena 
pajak? 
Sudah 
4. Apakah dari KPP pratama 
Boyolali telah melakukan 
sosialisasi terkait peraturan 
zakat sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak? 
 
Terkait sosialisasi sudah ya, KPP 
sudah melakukan sosialisasi. Tapi 
untuk melaksanakannya belum 
5. Apakah alasan bapak/ibu 
(mau/tidak) melaksanakan 
aturan tersebut? 
 
Karena pajak dan zakat kan sudah 
dipotong langsung dari gaji. Jadi ya 
yang membayar ya langsung dari 
gaji gak ngurus sendiri mbak 
6. Terkait aturan zakat pengurang 
pajak bapak/ibu sudah paham? 
Belum mbak 
7 Dimana bapak/ibu membayar 
zakat? 
Langsung dipotong dari gaji mba 
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5. Informan Wajib Pajak 3 
Nama : Ibu Marminah 
Pekerjaan : Pegawai Negeri 
No Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah bapak/ibu membayar 
pajak dan zakat? 
Iya, sudah 
2. Sejak kapan bapak/ibu memiliki 
NPWP? Dan sejak kapan 
bapak/ibu mulai membayar 
zakat? 
Punya NPWP sekitar 5 tahunan yang 
lalu 
3. Apakah bapak/ibu mengetahui 
terkait peraturan zakat sebagai 
pengurang penghasilan kena 
pajak? 
Kurang tahu ya mbak 
4. Apakah dari KPP pratama 
Boyolali telah melakukan 
sosialisasi terkait peraturan 
zakat sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak? 
 
Tidak, KPP belum melakukan 
sosialisasi 
5. Apakah alasan bapak/ibu 
mau/tidak melaksanakan aturan 
tersebut? 
 
Tidak, Karena belum tahu dengan 
adanya peraturan zakat pengurang 
penghasilan kena pajak 
6. Terkait aturan zakat pengurang 
pajak bapak/ibu sudah paham? 
Belum 
7. Dimana bapak/ibu membayar 
zakat? 
Saya kalau bayar zakat ltu langsung 
mbak, enggak ke lembaga 
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6. Informan Wajib Pajak 4 
Nama : Ibu Siti Suryati 
Pekerjaan : Pegawai Negeri 
No Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah bapak/ibu membayar 
pajak dan zakat? 
Iya mbak 
2. Sejak kapan bapak/ibu 
memiliki NPWP? Dan sejak 
kapan bapak/ibu mulai 
membayar zakat? 
Sudah lama sih mbak, lupa ya 
3. Apakah bapak/ibu mengetahui 
terkait peraturan zakat sebagai 
pengurang penghasilan kena 
pajak? 
Sudah 
4. Apakah dari KPP pratama 
Boyolali telah melakukan 
sosialisasi terkait peraturan 
zakat sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak? 
 
Dari KPP sudah melakukan 
sosialisasi 
5. Apakah alasan bapak/ibu 
mau/tidak melaksanakan 
aturan tersebut? 
 
Belum, saya belum menerapkan. 
Karena kan saya zakatnya langsung 
mbak. Tapi kadang kalau ada edaran 
di kantor juga ikut bayar zakat lagi 
mbak. Jadi bayarnya kadang double 
6. Terkait aturan zakat pengurang 
pajak bapak/ibu sudah paham? 
In syaa Allah sih mbak 
7 Dimana bapak/ibu membayar 
zakat? 
Biasanya saya membayar zakat ke 
masjid atau ke panti asuhan yang 
dekat dengan rumah. Tapi, kadang 
dari kantor ada edaran buat bayar 
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zakat ya saya bayar zakat lagi. Jadi 
double bayarnya 
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7. Informan Wajib Pajak 5 
Nama : Bapak Yadi 
Pekerjaan : Pegawai Swasta 
No Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah bapak/ibu membayar pajak 
dan zakat? 
Sudah, kalau zakat saya bayar 
langsung 
2. Sejak kapan bapak/ibu memiliki 
NPWP? Dan sejak kapan 
bapak/ibu mulai membayar zakat? 
Aktif pajak sekitar tahun 2008 
3. Apakah bapak/ibu mengetahui 
terkait peraturan zakat sebagai 
pengurang penghasilan kena pajak? 
Tidak 
4. Apakah dari KPP pratama Boyolali 
telah melakukan sosialisasi terkait 
peraturan zakat sebagai pengurang 
penghasilan kena pajak? 
 
Belum ada sosialisasi dari KPP 
5. Apakah alasan bapak/ibu 
mau/tidak melaksanakan aturan 
tersebut? 
 
Penerapannya enggak mbak. 
Memang belum tahu juga sama 
aturan itu 
6. Terkait aturan zakat pengurang 
pajak bapak/ibu sudah paham? 
Belum 
7 Dimana bapak/ibu membayar 
zakat? 
Kalau zakat saya bayar langsung 
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8. Informan Wajib Pajak 6 
Nama : Wiyono 
Pekerjaan : Pegawai Swasta 
No Pertanyaan Jawaban 
1. Apakah bapak/ibu membayar 
pajak dan zakat? 
Iya, sudah semua 
2. Sejak kapan bapak/ibu memiliki 
NPWP? Dan sejak kapan 
bapak/ibu mulai membayar 
zakat? 
Tepatnya kapan lupa saya. Sampe 
sekarang masih aktif bayar pajak 
3. Apakah bapak/ibu mengetahui 
terkait peraturan zakat sebagai 
pengurang penghasilan kena 
pajak? 
Sudah tahu 
4. Apakah dari KPP pratama 
Boyolali telah melakukan 
sosialisasi terkait peraturan zakat 
sebagai pengurang penghasilan 
kena pajak? 
 
Terkait sosialisasi sudah 
5. Apakah alasan bapak/ibu 
mau/tidak melaksanakan aturan 
tersebut? 
 
Karena belum begitu paham 
6. Terkait aturan zakat pengurang 
pajak bapak/ibu sudah paham? 
Tidak tahu 
7 Dimana bapak/ibu membayar 
zakat 
Langsung mba, nggak ke 
BAZNAS 
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9. Informan Wajib Pajak 7 
Narasumber : Bapak Danang 
Pekerjaan : Pegawai Swasta 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Apakah bapak/ibu membayar 
zakat? Sejak kapan? 
 
Iya sudah, sejak lama 
2 Dimana bapak/ibu membayar 
zakat? 
 
Di BAZNAS Kabupaten Boyolali 
 
3 Bagaimana cara mendaftar 
sebagai muzaki di BAZNAS 
Kabupaten Boyolali? 
 
Daftar ke BAZNAS Kabupaten 
Boyolali 
 
4 Bagaimana prosedur pembayaran 
zakat di BAZNAS Kabupaten 
Boyolali? 
 
Kalau bayar zakat lewat bank bisa, 
nanti ada bukti pembayarannya 
 
5 Bayar zakat dilakukan setiap 
bulan atau tahun? Dibayarkan ke 
bank atau datang langsung ke 
BAZNAS? 
 
Kalau bayar biasanya sebulan 
sekali, tapi tidak tentu. Bisa juga 
setahun sekali 
 
6 Zakat di hitung sendiri? Jika 
dihitung sendiri apakah amil 
mengecek ulang? 
 
Zakat dihitung sendiri. iya di cek 
lagi 
 
7 Apakah bapak/ibu mengetahui 
peraturan zakat sebagai 
pengurang penghasilan kena 
pajak? 
 
Tidak 
8 Apakah bapak/ibu membayar 
pajak? sejak kapan? 
 
Sudah aktif bayar zakat dan pajak. 
lupa mbak 
 
9 Penyampaian Spt dilakukan 
secara manual atau online (e 
filling)? 
 
Penyampaian SPT Tahunan saya 
pakai e filling. 
 
10 Terkait bukti setor, jika online 
untuk bukti setornya bagaimana? 
 
11 Jika sudah ada bukti setor di kpp 
menemui siapa? 
Tidak tahu 
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12 Setelah menemui bagian tersebut, 
apakah ada tahapan lain? 
Karena tidak mengetahui peraturan 
tersebut. Sosialisasi juga belum 
dapat baik dari KPP dan 
BAZNAS. 
 
13 Apakah dari KPP pratama 
Boyolali telah melakukan 
sosialisasi terkait peraturan zakat 
sebagai pengurang penghasilan 
kena pajak? 
 
Ada. 
14 Apakah alasan bapak/ibu 
mau/tidak melaksanakan aturan 
tersebut? 
 
Belum paham dan tidak ada 
sosialisasi dari BAZNAS maupun 
KPP 
15 Alurnya seperti apa? Dari 
membayar hingga akhirnya dapat 
mengurangi penghasilan kena 
pajak? 
 
Kurang tahu mba, karena belum 
menerapkan itu 
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LAMPIRAN 3 
Pegawai KPP Pratama Boyolali 
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LAMPIRAN 4 
Pegawai BAZNAS Kabupaten Boyolali 
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LAMPIRAN 5 
Wajib Pajak 
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LAMPIRAN 6 
Surat Pemberitahuan 
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LAMPIRAN 7 
Bukti Setor Zakat 
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LAMPIRAN 8 
Surat Ijin KPP Pratama Boyolali 
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LAMPIRAN 9 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 
 
 
 
Nama Lengkap : Indar Dwita 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 25 Juni 1997 
Status : Belum Kawin 
Tinggi Badan : 156 
Berat Badan  : 45 
Agama : Islam 
 Alamat : Tagung rt 02 rw 06 Rembun, Nogosari, Boyolali 
No. Telepon   : 089678836109 
Email  : indardwita@gmail.com 
 
 
1. 2003 - 2009 : MI Lemahbang 
2. 2009 - 2012 : MTsN Tinawas 
3. 2012 - 2015 : MAN 1 Surakarta 
4. 2015 – Sekarang : IAIN Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
I. DATA DIRI 
II. PENDIDIKAN 
  
LAMPIRAN 10 
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